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ABSTRAK

Dengan perkembangan teknologi pada saat ini maka akan muncul media
massa baru yang disebut dengan media social. Tak hanya untuk berkomunikasi
saja, media sosial kini juga dapat dipergunakan sebagai media transaksi jual.
Namun, saat ini disayangkan dilakukan untuk melakukan kejahatan di social

Researc h)
lapangan. [}
menunjukk

peraturan
penegak hukilir
adanya ham
akun anonim,
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ABSTRACT

With the development of technology at this time, there will be a new mass
media called social media. Not only for communicating but social media can now
also be used as a medium for selling transactions. However, currently, it is

o g stacles in

#c facilities,

Keywords:
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BAB |

informasi e ) 3 ) asi unikasi adalah
perkemban srguna unt : 2 nDi ses, mendapatkan,
menyusun, . - ~ ata 3 i cara untuk

menghaslka asi ya alitas elevan, akurat dan

Dengan perkembang sanga atnya teknologi masa kini mengakibatkan
perubahan hidup manusia menjadi lebih efektif dari sebelumnya dikarenakan oleh
kecanggihannya tersebut sehingga pada saat ini teknologi informasi sendiri dapat

dinikmati oleh semua kalangan dari instansi pemerintah sampai dengan masyarakat

biasa. Saat ini semua kalangan tersebut dapat memanfaatkan kecanggihan dan
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kemudahan dari teknologi tersebut seperti dapat menggunakannya untuk mengelolal
semua jenis data hingga dapat melakukan transaksi penjualan melalui teknologi atauu

online. (Suyanto Sidik, 2013)

merubah cara
ah komunikasi
yang dapal , , ak te il ruang, jarak dan
Facebook, Line,
raksi tanpa harus

komunikasi.

mencari keuntungan yang dilakukafn®@engan cara melawan hukum melalui media
internet. Cyber crime saat ini yang menggunakan media internet untuk melakukan
transaksi kontennya yang berupa foto maupun video seorang wanita yang bersifat
yang di sebarkan secara bebas dan tanpa batas oleh oknum yang tidak bertanggung

jawab, dalam hal hal ini salah satunya yaitu untuk mentransaksi kan hal-hal yang
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berbau pornografi. Pornografi yang diperjual belikan tersebut disebut transaksi
pornografi. Transaksi pornografi yang akan dibahas di dalam penelitian ini ialah

merupakan kegiatan memperjual belikan konten pornografi melaui twitter yang

dilakukan pelak pribadi si pembeli yang

‘ ‘ ‘“““ .@‘ Wi disebut juga

transaksi online pornG ontent. Private content yang

Sq e
dimaksud ialah proses transa oto atau video yang berisi konten
pornografi dilakukan secara private antara si “penjual” dan si pembeli melalui suatu

media social.

Untuk mengawasi dampak dari perkembangan internet pada saat ini,

Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang
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Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun saat

ini Undang-undang ini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

apa itu dan bagaiaman kejahatan kesusifaan. Begitu juga dengan UU ITE, di UU ITE
pasal 27 ayat 1 tersebut hanya menjelaskan mengenai larangan penyebarannya tetapi
tidak menjelaskan mengenai pornografi itu sendiri. Sehingga terbentuklah peraturan

yang lebih khusus yaitu UU Pornografi.
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Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan yang dimaksud dengan
“membuat” ialah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Namun, sayangnya yang terjadi saat ini ialah membuat pornografi bukan hanya untuk

las dilarang, dan
sudah diat = alui pers y i afll Walaupun sudah

ansaksi penjualan

twitter yangiid; alu ketat mengenai adanys ingan yang berbau
untuk memposting

hal-hal yangi bé 4 A : ) licies’nya mereka

o full or partial nudity, M€ 0se-ups of genitials, buttocks, or breasts
(excluding content related to breastfeeding);

e simulated sexual acts; and

e sexual intercourse or other sexual acts — this also applies to cartoons,
hentai, or anime involving humans or depictions of animals with human-
like features™
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Namun dengan masih adanya kegiatan transaksi pornografi di Twitter itu
membuktikan bahwa kebijakan twitter tidak begitu ketat. Oleh karenanya kegiatan

transaksi ini banyak terjadi di kalangan pengguna twitter. Kegiatan transaksi ini

biasanya dilakukg p di twitter yang disebut

‘ ‘ ‘HW“‘ .’a ersebut untuk

contohnya O\ Kota Pe . - gibanyak masyarakat
yang mengeta ' e ., \tentu_sajaSdika orang-orang yang
mengetahui
followers ak S OREBUCO; 1 :;.' A official Twitter terbesar

di Pekanbaru $hg liow §7.30bu orang, sedangkan

Penduduk sebanyak 6. Q q
LI Ny
di Riau hanya sekitar 1.37% da 3
Kejahatan penjualan konten pornografi dengan menggunakan akun anonim ini
sebenarnya merupakan kejahatan yang dapat ditindak dengan penegakan hukum

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun,

pada kenyatannya kejahatan ini terkesan sulit dapat dijangkau oleh aparat penegak
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hukum kepolisian. Keadaan ini menjadikan dasar pemikiran penulis untuk
mengetahuinya lebih mendalam dengan suatu penelitian ilmiah. Tulisan ilmiah yang

penulis lakukan berupa penelitian yang berjudul “ EFEKTIVITAS PENEGAKAN

HUKUM PEN JUALAN KONTEN

‘ ‘ M LA A “ .0 \ SOSIAL TWITTER”

masalah sebagai

berikut:

A. Bag penjualan konnten

porn di Wilayah Hukum

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum penyidik terhadap penjualan

konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah

Hukum Polda Riau

melakukan kajian

2. Menamba asan | an pe penyebaran konten

dapat bertindak secara pasti atau dengan kata lain hukum yang ada untuk suatu kasus
diibaratkan seperti menarik garis lurus di antara dua titik maksudnya yakni hukum
harus sesuai dengan perbuatan pidana yang ada. (Satjipto Raharjo, 2002, p. 190) dan

juga penegakan hukum merupakan suatu tindakan penyamarataan hubungan antara
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suatu kaidah dengan sikap pelaksanaan nya sebagai urutan penjabaran untuk

mendapatkan hasil akhir yang menciptakan, memelihara serta mempertahankan

kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

didalam pe ang-undan KipL alan afflemikian sehingga
menyebabka
mengakibat penegy } arse _ enja elaksana keputusan

oleh hakim, pentlapat> tersel 2lemahan jika dalam

memiliki arti yang adil sehingga dampaknya akan terlihat pada letak factor-faktor

tersebut, yaitu:

a. Faktor Hukum, seperti undang-undang
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b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak yang menegakkan dan menjalankan
terlaksana nya peraturan hukum, seperti aparat Negara

c. Faktor sarana atau fasilitas yang dapat menambah dukungan untuk

or-faktor tersebut
merupakan p. 8). Kelima teori
faktor-fakto 0 Soekanto di atas,

merupakan a S 1 ( abl secara teoritis dari

Soerjono Soekanto mereka*smeényebutkan jika Perundang-undangan dan
yurisprudensi merupakan penjelasa dari arti undang-undang yang terdiri dari
arti materil yaitu peraturan yang memilki bentuk tertulis sehingga dalamnya
memuat isi yang berlaku umum dari UU yang dibuat oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah sah yang ada di daerah.

10
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Undang-undang dianggap mempunyai dampak positif untuk itu maka
ada beberapa asas yang dianggap dapat membantu untuk tercapainya undang-

undang yang sesuai dengan tujuannya sehingga dapat berjalan efektif. Asas-

a suatu peristiwa
engaturnya maka,
sus (Lex speciali)

empunya sifat umum

sebelumnya sudah ada, maka yang berlaku ialah undang-undang
yang terbaru
e. Apa yang sudah tertulis di dalam undang-undang tidak dapat

dirubah atau diganggu gugat

11
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f.  Untuk mencapai kesejahteraab spiritual dan materi bagi rakyat

maka dibuatlah Undang-undang melalui pembaharuan yang

bertujuan supaya undang-undang dapat terus berlaku dan orang

. Terjadi keterlambatan dalam penyesuaian undang-undang dengan

perilaku-perilaku manusia yang terus berkembang
Dapat menghalangi pengeluaran untuk melaksanakan undang-undang

yang ada sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat undang-undang
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d. Terdapat kasus-kasus yang membutuhkan penangan khusus (Wayne R.

LaFave, 1964)

undang-undang peranan egak hukum sudah diatur

g Ketentuan-

dalam pasal 1

amin keamanan

‘\\\\\\\

""
Q
=
Q
o
QD
>
3
QD
w
<
Q
=
QD
3
Q
~+

akan penyelidikan atas
menurut ketentuan-

aliran kepercayaan yang dapat
@ masyarakat dan Negara
4 melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan
kepadanya oleh suatu peraturan Negara.”
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kejaksaan:

13



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

Yang tertulis didalam pasal 2, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1,

kejaksaan mempunyai tugas;

(1) a. mengadakan penuntutan perkara dalam perkara-
berkara pidana pada Pepgagilan yang berwenang;
acnialankan. ¢ -

dik menurut
dang Hukum
pgara.

yang dapat

ang diberikan

aéldari sebuah Negara
untuk mendukung
an oleh Pancasila agar

Republik  Indonesia

pokok kekuasda

Tugas-tugas atau ketentuan pokok dari kekuasaan kehakiman
sendiri ialah:
a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

setiap perkara yang diajukan (Pasal 2 ayat 1);

14
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b. Melakukan peradilan dengan singkat, tegas dan dengan
biaya yang murah (Pasal 4 ayat 2);

c. Dalam proses yuridis hakim harus mengadili berdasarkan

glihat siapa yang diadili,

\ N
“ .00 ‘ aembantu orang

dapat berupa seorang manusia yang memiliki kepandaian dalam pendidikan
dan terampil, sebuah organisai yang baik, peralatan-peralatan yang memenubhi
standar, keungan yang cukup, dan lain-lain. Jika persyaratan tersebut tidak
dapat dipenuhi sebagaimana prosedurnya maka menjadi sulit melakukan

penegakan hukum yang sesuai dengan tujuannya.

15
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Menurut rangkuman yang diambil Pieder Konz dalam sebuah seminar

yang pernah diadakan di venesia tahun 1970, ada beberapa faktor yang

menjadi penghambat dalam proses penyelesaian perkara, antara lain

positif tertulis), hukum sebagal keputusan para pentinggi Negara, hukum
sebagai proses pemerintahan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini masyarakat cenderung mengidentifikasikan hukum
sebagai seorang petugas penegak hukum sebagai seorang pribadi, seperti

seorang polisi, hakim, jaksa, dan seterusnya. Hal tersebut menimbulkan akibat

16
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untuk hukum itu sendiri, yang mana artinya baik atau buruknya suatu hukum
akan selalu dihubungkan berdasarkan perilaku dari para anggota penegak

hukum tersebut, serta mengartikannnya sebagai tindakan dalam melaksanakan

gfjdapatkan kepastian

postifi tertulis dan

berlaku, nilai tersebut meliputi Sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang
dianggap buruk yang biasanya dapat mengggambarkan kedaan yang mesti

dicocokkan.
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Di dalam buku Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang berjudul

renungan dalam filsafat hukum menyebutkan pasangan nilai yang berperan di

dalam proses berhukum, yaitu:

at yang memiliki
kehidupan dan

akhluk sosial

adat ketertiban 1tu sudah ada di alam semesta, yang berupa
hubungan yang harmonis antara segala yang ada dimuka bumi.
4) Tidak ada ketentuan bahwa ketentuan adat harus disertai
dengan syarat yang dapat menjamin berlakunya ketentuan adat

tersebut, dan tanpa adanya paksaan.
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Hal tersebut tercipta untuk mengebalikan hal-hal yang sudah
keluar dari garis tertib kosmis. Upaya adat ini lahir karena

adanya penggunaan kekuadaan dalam melaksanakan ketentun

jup yang disebut dengan

‘\“\\\‘ 'o,

suatu hukuman dapat menjadi tolak ukur kewibawaan suatu hukum dan
kemudia kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga di didasarkan pada biaya

dan manfaat yang akan ditimbulkan.
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Faktor penegak hukum merupakan inti di dalam proses penegakan hukum,
dikarenakan pelaksanaan penegakan hukum menggunakan peraturan atau undang-

undang yang di buat oleh penegak hukum, pelaksanaan kepada masyarakat di lakukan

e penelitian supaya
eh semua peneliti

(purwanto, 2 i taf ah penelitian ini maka

kata “effective” yang mem bisa membawa hasil; berhasil untuk jika
diartikan dalam sisi tentang sebuah usaha atau tindakan. (KBBI, KBBI Web)
sehingga maksud dari efektivitas penegakan hukum ialah melihat hasil dari

kemampuan hukum dalam bekerja untuk memberi panduan dan atau
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. Penyidik ialah pejabat polisi Negara atau peg

memwajibkan seluruh warga Negara untuk patuh terhadap aturan yang sudah

ditetapkan disebuah negara

awai negari sipil yang diberi

yang merupakan

g memiliki tugas

AN keuntungan dari

g atau jasa yang

gambar (audio visual)

. Pornografi ialah gambar, ilustrasi foto, percakapan, gerak tubuh atau jenis

bentuk pesan lainnya yang ditunjukkan melalui berbagai media komunikasi di
muka umum untuk memuat hal-hal yang melanggar kesopanan dan kesusilaan

(Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)
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7. Akun anonim ialah akun yang dibuat untuk menyamarkan karakter asli para
pengguna nya di dalam sebuah media sosial. Anonim berasal dari kata yunani

“Anonimitas” atau yang bisa diartikan dengan “tanpa nama” sehingga bisa

eBsite, gambar, video
i twitter singkat,

berbagai keadaan

(Observational Research) atau s metode pengumpulan informasi tentang
populasi manusa yang pencarian informasinya dilakukan dengan studi secara pribadi,
orgnanisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Yang menggunakan sarana seperti
kuesioner dan interview (Donald P.Warwick, Charles A.Linnger, 1975). Metode ini

berupa:
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk golongan pengamatan atau observasi, dimana

penulis membuat kuesi@per untuk mendaptkan data-data yang diperlukan. Penelitian

S A “‘("@‘h 5’ )

ini bersifat dg jek yang diteliti dan

Y
=)
&

I sejumlah syarat

e

yang dit penjualan konten

pornografi digunakan untuk

an metode sensus

k)

yaitu menetap} eluruh ‘ epftiikarenakan jumlah

NO | KRITERIA RESPONDEN
1 PS. Panit | Unit | subdit V |1 1
Distreskrimsus Polda Riau
2 Penjual Konten Pornografi | 1 1
melalui Media Sosial Twitter
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(akun anonim @smileafterkiss)

3 Pengguna dan/atau pembeli | 20 20

konten  pornografi  melalui

hanyalah p 3 g mena : #llian penjual konten

pornografi e edia twi SE angipengguna dan/atau

pengambilan data secara langsung dari sumbernya yang biasanya bisa
diperoleh dari wawancara atau kuesioner atau observasi (Purwanto, 2018,

p. 1). Pada penlitian ini penulis memperoleh data primer melalui
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wawancara dan pemberian kuesioner kepada responden yang disebutkan

pada table diatas

Data sekundgk, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya,

yrafi dan Undang-
ansaksi Elektronik

asi dan Transaksi

Penulis menggunakan wawancara dan Kkuesioner sebagai alat
pengumpulan data, yang mana dilakukan dengan cara penulis memuat daftar
pertanyaan secara tertutup kepada responden. Kuesioner dapat disebarkan

kepada responden dengan 3 cara, yaitu: (1) langsung diberikan oleh peneliti
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kepada responden; (2) dikirim melalui pos; (3) dikirim melalui Komputer
misalnya surat elektronik atau yang biasa disebut dengan email, pesan melalui

social media, dll. (Isti Pujiastuti, 2010, p. 44). Alat pengumpulan data berupa

pokok penelitian. Hasil pemBaRasan pengakan hukum penyidik terhadap
penjualan konten pornografi yang dilakukan oleh akun anonim melalui media
sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau tersebut, selanjutnya dibuat

kesimpulan hasil penelitian.
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6. Metode penarikan kesimpulan

Dalam melakukan penilitian ini penulisa mengambil kesimpulan dengan

menggunakan caga dedukti. Penelitian secara deduktif ialah penelitian dengan
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BAB |1

TINJAUAN U

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Beberapa ahli memberikan pengertian dari pornografi, sebagai berikut:
a. Abu Al-Ghifari: pornografi merupakan tulisan, gambar,

lukisan, tayangan film, pembicaraan, serta gerakan tubuh yang
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menunjukkan tubuhnya secara vulgar semata-mata hanya untuk

mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya

b. Feminis dan Moralis Konservatif mengartikan pornografi

a. Kurangnya edukasi dan perhatian dari orangtua dalam memantau
anaknya bermain di media sosial
b. Pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan semakin

mudah untuk mengakses konten yang berbau pornografi
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Namun disetiap dampak negative tentu saja adapula dampak
positifnya, dampak positif dari teknologi itu sendiri dapat membuat setiap

orang yang mengerti mengenai teknologi akan menjadi lebih mudah untuk

asa yang melek

~ 5
ﬁ* 1 UU pornografi
A w

oleh orang atau

o
% g ditla. Contoh media
g
&
&
Vo d
Ly

an dia dimana kita dapat

percakapan yang berbau mesum. Contoh
medianya ialah radio, kaset CD dan tape, MP3, lagu, suara
telepon, dIl media yang bisa mengeluarkan suara.

b. Media Audio-Visual (Video)
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Media audio-visual atau video merupakan media dimana kita

dapat mendengar sekaligus melihat tentang konten pornografi.

Konten pornigrafi dalam media ini bisa berupa video yang

Sedangkan konten pornografi berat adalah konten yang menampilkan dengan
jelas gambaran alat kelamin dalam keadaan terangsang dan macam-macam

kegiatan seksual.
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Konten pornografi di media massa dilihat dari materi pesannya dan
efek yang ditimbulkannya. Materi pesan yang dimaksud disini ialah adanya

unsur tidak senonoh seperti pertunjukkan ketelajangan mannusia dan gambar-

R S T
g,

R

pantas untuk o atkan secara terang-terangan
Pornografi juga diartikan sebagai penggambaran dari gambar, tulisan,
lukisan, dan foto dari aktivitas seksual atau hal-hal yang dianggap tidak patut
untuk ditampilkan, mesum atau cabuk yang dimaksudkan untuk

dikomunikasikan ke public.
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Rusli dalam bukunya menyebutkan bahwa Muntago dan Burhan
Bungin berpendapat ada beberapa bentuk pornografi yang terdapat di dalam

media masa yaitu: (Rusli Muhammad, 2019, pp. 76-77)

i oli ‘“ . ang berbau porno yang
RN

Drnografi  yang
bentuk narasi,
gy dijelaskan secara
mbacanya merasa

afi tersebut.

Menurut American PSychological Association, pornografi yang
berbasis internet dapat disebut sebagai cyberporn, dimana hal tersebut
menimbulkan kekhawatiran dari para professional kesehatan mental. Karena
internet saja sudah menimbulkan kecanduan, apalagi ditambah dengan adanya

hal-hal yang berbau seksual di dalam media online, maka hal tersebut

33



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

mengakibatkan para pengguna nya akan lebih kecanduan untuk menggunakan
internet. Cyberporn lebih membuat ketagihan daripada bentuk tradisional dari

pornografi, dikarenakan kemudahan aksesibilitas, keterjangkauan dan

olen para ahli,

ELE |

tersebut.

atan yang dapat
ata, peralatan TI,

perseorangan atau

ARALY

Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam buku Japerson Hutahean terdapat pendapat Gorden B Davis

mengenai pengertian informasi yakni kumpulan olah data yang dikirim
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kepada penerima yang mana di dalamnya terdapat nilai nyata. Sedangkan jika

menurut Japerson Hutahean informasi merupakan data yang diolah menjadi

berguna untuk si penerima. (Japerson Hutahean, 2014, p. 9)

engalaman, yang
ata yang diperoleh

naeti, Rita Irvani,

i yang lengkap dan

dalamnya terdapat

informasi yang di

jenis-jenis informasi, jenis-Je ebut adalah: (Ridho Harahap, 2019, pp.

31-34)

a. Informasi untuk kegiatan politik;

b. Informasi untuk kegiatan pemerintahan;
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c. Informasi untuk kegiatan sosial;

d. Informasi untuk dunia usaha;

e. Informasi untuk kegiatan militer;

engertian  sendiri,
an Umum Undang-

ansaksi Elektronik

»&} mliki arti yang penting dan

smah inya. (Raida L. Tobing, 2012,

dapat dipaham ' &
LI
p. 19) Jika dilihat dari e #but maka infomasi elektronik memiliki

3 makna di dalamnya, yaitu:

a. Informasi elektronik merupakan sebuah atau sekumpulan data

b. Informasi elektronik berupa tulisan, suara dan gambar
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c. Informasi elektronik bisa dipahami da nada orang yang
memahaminya , yang mana artinya dengan adanya undang-Undang

ITE dapat memberi kesaksian yang kuat terhadap legalnya tanda

transaksi elektronik berdasa ITE bisa dilakukan di dalam ruang
lingkup public maupun privat dan pengguna nya wajib mempunya itikad yang
baik dalam menjalakan atau melakukakn interaksi dan/atau pertukaran

infromasi elektronik selama transaksi berlangsung.
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Di dalam pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi

elektronik, tentu ada asas-asas yang berlaku di dalamnya, asas-asas tersebut

ialah:

anfaataannya nya
ik mengupayakan

sehingga

bagi dirinya ataupun bagi orang lain.

d. Asas itikad baik
Asas ini memiliki arti jika para pihak yang melakukan atau

menggunakan pemanfaatan transaksi elentronik tidak memiliki
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tujuan yang secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
bisa berakibat merugikan pihak lain tanpa sepengetahuannya.

e. Asas kebebasan memilih Teknologi atau netral teknologi

g terjadi di dunia
erdagangan secara

arno Partodiharjo,

memberikan fa gdownload gratis kepada pengunjung web
tersebut tanpa izin pembuat atau pemilik karya yang karyanya di
tampilkan pada webpage tersebut, menampilkan gambar atau video
untuk dijadikan hiasan latar belakang pada webpage tanpa izin si

pembuat karya, dan lain-lain.
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b. Kejahatan dalam perdagangan secara online (e-commerce)
Kejahatan dalam perdagangan online ini biasanya terjadi

dikarenakan adanya penipuan online seperti misalnya setelah

acngirimkan barang yang

“‘\‘1\“ .&. redit, dimana

pisa berupa hacker

perusahaan untuk

Undang-und
tetapi memba : adi heberapaska oK war acllf pada Convention on

Cybercrimes:

terdiri dari:
1) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE)
2) Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE)
3) Penghinaan dan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat

(3) UU ITE)
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4) Pemerasan dan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU
ITE)

5) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen

asal 28 ayat (2)

kekerasan yang

Pasal 29 ayat UU

1 30 UU ITE)

asi atau dokumen

1) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal
34 UU ITE)

2) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen

elektronik (Pasal 35 UU ITE)

3) Tindak pidana tambahan (accessoir —Pasal 36 UU ITE)
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4) Perberatan-perberatan terhadap ancaman (Pasal 52 UU ITE)

3. Media Sosial Twitter

Media sosig bdari 2 kata, yaitu me B, sosial. Media merupakan

Menurut Kaplan dan haenlen dalam tulisannya yang berjudul Users of the
word, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, menyebutkan ada

6(enam) jenis media sosial:

a. Proyek kolaborasi
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lalah website yang didalamnya diizinkan untuk mengubah, manambah

dan atau mernghapus konten yang ada di dalamnya, contohnya:

Wikipedia

a bebas untuk

rhatan maupun

o\

broduk elektronik,

GAaNag

ar (audio visual),

lingkungan dalam bentuk 3 dimensi dan para pengguna nya berbentuk
avatar yang dinginkan dan dapat juga berinteraksi dengan penggguna
lain layaknya berinteraksi di dunia nyata. Contohnya: game online

f.  Virtual social world
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lalah dunia virtual yang para penggunanya seperti berada di dunia
virtual. Virtual social world ini hampir sama dengan virtual game

world namun versi lebih bebas dan lebih kearah kehidupan nyata.

540)

Dalam konteks fenemologis, pengguna twitter dapat disebut sebagai aktor
yang melakukan tindakan sosial bersama aktor lainnya, sehingga para penggguna
twitter tersebut memiliki kesamaan dan kebersamaan dalam sebuauh ikatan yang

memiliki makna intersubjektif. Dengan pemikiran tersebut pengguna twitter sebagai
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aktor memiliki motif untuk berorientasi ke masalalu, motif tersebut menentukan

penilaian terhadap dirinya sendiri dalam statusnya sebagai pengguna twitter. (Zikri

Fachrul Nurhadi, 2017, p. 542)

pesan yang

(Chamberla

baru di post

popular saat

menyinggung pengguna lain. Jika para pengguna sosial media tidak memperhatikan

hal tersebut maka itu merupakan awal dari bencana pemanfaatan media sosial.
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Komunikasi yang dilakukan dengan mengikuti norma aturan yang ada
merupakan gambaran kepribadian dari pengguna nya. Komunikasi dapat diistilahkan

seperti urat nadi penghubung kehidupan, yang mana merupakan implementasi dari

mengguna ASE S8 : dak mengandung

pornografi atalpuh S | tidlakmenyebarkag Be X),jangan

mencontek \Va ain 3 anc Emberikan komentar

RIAU saat ini berlokasi di Jalan Ronggo Warsito Nomor 42-45, Cinta Raja,
Kecamatan Sail, Kota pekanbaru, Riau. Polda Riau saat ini dipimpin oleh Irjen Pol
Agung Setya Imam Effendi, S.H.,S.I.K.,M.Si. Pada tanggal 26 Maret 1958 sesuai

dengan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM menetapkan

46



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang
kemudian ditugaskan di Tanjung pinang. Tugas utama sebagai Kepala Kepolisian

Komisariat Riau ialah melakukan dukungan dalam mengirimkan personilnya dalam

keputusan K "or | , per 2016, sehingga

untuk saat i
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Bagan 1.1
Struktur Organisasi Polda Riau (Polda tipe A)

KAPOLDA

BID . RO

HUKUM PROPAM y > : NAGAN)

SET

RBP DA

DIT

BRIMOBDA

BINMAS . A POLAIR
o
L

o 2

BID

iy disay yejepe 1l udwn

DOKKES

ey We[s| Se}IsIdAIu) ue

POLRES
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Bagan 11.2
STRUKTUR ORGANISASI SUBDIT 5 DITRESKRIMSUS POLDA RIAU

NIRRESKRIMES! '~
ay

WADDIR
RESKRIVISuY

KANIT I

Aru) ueeyeisnding

Untuk menjalankan tugasnya Polda Riau membentuk sebuah direktorat

khusus untuk menangani kasus-kasus tertentu atau biasa disebut dengan Reserce.
Reserse umumnya merupakan polisi yang bertugas untuk mencari cara rahasia untuk

menjalankan tugasnya atau sering juga disebut dengan polisi rahasia. Direktorat
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Reserse Kriminal Khusus yang disingkat dengan Ditreskrimsus bertugas untuk

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, melakukan

koordinasi dan pengawasan operasional sesuai dengan peraturang perundang-

berdasa

a.

b.

Misi:

St S R i

“In
<

Peningkatan ke

St

Meningkatkan kualitas erciptanya pelayanan yang prima dan
meningkatkan kepercayaan publik kepada kepolisian Republik Indonesia;
Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan

prinsip proaktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah;
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g. Meningkatkan harkamtibnas dengan mengikut sertakan public melalui
sinergritas polisional;

h. Mewujudkan penegakan hukum yang professional berkeadilan, menjunjung

ini menge diri dari wilayah

Pekanbaru emudian wilayah
Bangkinanggik Sedangkan untuk
kasus meng snya media sosial

twitter hanya s aye . asus tersebut bukan

394/pid.sus/2020/PN ¢ : 3 Agung  Nomor

Agung, 2021)
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BAB Il

apapun. Di jah pesatnys : dllari terlihat adanya

keseimban e ) N ‘material d: nilai spiritual dan

-

A

G
N+
QD
=
=
@
c
c
=
o
c
>
5

termasuk Indo

pengguna internet '@

L2
@D
3
c
D
oy
=
QD
>
«Q
[}
>
<
@D
>
[
=
=

riset platform media soO@
bertajuk global digital report njukkan hamper 64 persen penduduk
Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet, riset yang dirilis pada Januari

2020 ini menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai

175,4 juta orang, dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu pengguna internet di
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Indonesia meningkat sebanyak 17 persen atau sebanyak 25 juta orang pengguna.

(Hootsuite, 2020, p. 18)

Sedangkan berdasarkan data kementrian kopaunikasi dan Informatika yang

s Digital Network
(MSISDNN , jiasa le . anfiphone yang aktif

hingga sa

n Sosial, Indonesia
sudah me a isebut de pasal 4 UU ITE

yang berbu anfa nol Fransaksi Elektronik

pemanfaatan Teknologi seoptimal mungkin dan bertanggung
jawab; dan

e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hokum bagi pengguna
penyelenggara Teknologi Informasi.”
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Saat ini penggunaan twitter di indonesia sudah menjadi rutinitas sehari-hari

untuk berbagai kalangan. ,Dikarenakan twitter merupakan social media paling banyak

digunakan saat ini, tidak dapat dipungkiri jika akan ada sisi negatifnya seperti kasus-

Consumptig
bahwa kon
disebut “p
pornografi.

mengungga

didukung adanya oleh koneksi int€ aka semakin mudah pula penyebarannya.

(Rachmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Alnashava Janitra, 2015, p. 3)

Maraknya pembuatan konten pornografi di twitter membuat beberapa oknum

berfikir untuk menjadikan hal tersebut menjadi salah satu sumber pencarian, salah
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satunya yaitu akun twitter @smileafterkiss, ia menuturkan pada saat ini semakin
banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sehingga ia

menjadikan hal ini sebagai ladang ‘“usaha” untuk mendapatkan pundi-pundi

Pornograf

bergerak, &

melalui be

Efektivitas adalah bagian penting dalam suatu kelompok untuk mencapai
tujuan yang ingin dicapai. jika kebijakan yang telah dibuat dapat mencapai tujuannya
atau telah sesuai dengan yang diharapkan maka sesuatu hal dapat dikatakan efektif

karena sudah mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya (BAPPEDA Kota
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Yogyakarta, 2016, p. 134). Pengertian efektivitas menurut Amin Tunggul Wijaya
adalah pencapaian yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam menjalankan misi

dalam melakukan sesuatu yang benar untuk memenuhi tujuannya (Amin Tunggul

Suatu tanggung

dihasilkan dari

(Supriyon Seda apall bahwa efektivitas

merupakan St . ', asara sudah ¢ ‘; enentukan sebuah

kebijakan selg ros akan ters pammad Ali, 1997, p.
89) :

ﬂ! diatas, maksud dari
efektivitas ia pociirencana yang sudah
ditetapkan sebe inka Atau bisa juga disebut
sebagai kemampu lembaga untuk mencapai

Persoalan efektivitas hukum memiliki hubungan yang dekat dengan persoalan
penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukumnya di dalam masyarakat agar
tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Yang mana hukum artinya hukum memang

berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

56



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Soerjono Soekanto mengenai Kkaitan erat antara efektivitas hukum dengan beberapa

faktor berikut ini (Soerjono Soekanto, 1985, p. 45):

a.Upaya mesosialisasikan hukum ke selurul, warga agar dapat mentaati

laku

kan hukum ke

i hukum dan teori

r yang paling

dari pelaksanaan

unsur  tersebut menentukan pelaksaan

Teori efektivitas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas
ialah jika suatu hasil yang sudah dicapai sesuai dengan targetnya, dimana dalam hal
ini targetnya sudah ditentukan sebelumnya. Suatu kegiataan dapat dikatakan berhasil

apabila tujuannya sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan sebelumnya. Apabila
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tujuan tersebut ialah tujuan dari suatu instansi maka jalan untuk mencapai tujuan
tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah keberhasilan dalam melaksanakan programnya

berdasarkan pada wewenang, tugas dan fungis sebuah istansi yang telah di tetapkan.

L) V)

ografi telas jelas

n 2008 Tentang

A YA L)L

E,.‘
w
o
@

=.
o
>
o
w
o
@
=
<)
S
—
o

a. Peraturan yang meng genai kehidupan bidang tertentu sudah

cukup teratur

b. Peraturan yang mengatur mengenai kehidupan bidang tertentu sudah
cukup selaras, secara kedudukannya dan orientasi nya tidak ada

pertentangan di dalamnya
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c. Secara prosesnya peraturan yang mengatur mengenai kehidupan bidang
tertentu sudah terpenuhi

d. Peraturan tertentu sudah diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang sudah

~ 5

ﬁ ronik (ITE). (PS.

belikan ataupun

melanggar kesusilaan. Din Oakan penjualan konten pornografi oleh
akun anonim melalui media sosial twitter tersebut merupakan layanan yang

memperjualbelikan pornografi yang tentu saja melanggar kesusilaan.
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Peraturan mengenai penjualan konten pornografi di media sosial
twitter ini kKhususnya peraturan pada UU pornografi dan UU ITE seesuai juga

dengan apa yang sudah terkandung dalam dasar Negara Indonesia yaitu

gdonesia Tahun 1945. Di

‘ “\\“‘ .Qa a setiap warga

Persentase

25%

75%

100%

yang sudah melarang tindakam®penjualan konten pornografi di media sosial

twitter tersebut.

Dan pelaku juga menyebutkan jika dirinya tidak mengetahui bahwa

ada peraturan yang melarang tentang tindakan penjualan konten pornografi di
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media sosial twitter yang dilakukan oleh akun anonim. (@smileafterkiss,

2021)

2. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddigie dalam jurnalnya yang berjudul
”Penegakan Hukum” menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah berbagai

cara yang dilakukan yang bertujuan agar suatu norma hukum dapat berlaku
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secara jelas yang dapat membuat norma hukum tersebut menjadi pedoman
dalam berperilaku serta di dalam hubungan hukum yang ada di masyarakat.

Jimly juga mengataka jika penegakan hukum dapat dilihat dari 2 sudut

\%\\ﬁ\'&\\&

N

dari segi

ﬁ.q Q &p - an yang luas dan artian
Q.

penegakan hukum memne

yang sempit. ,“"' Um dari sudut objeknya ialah

LA\ 2

ai-nilai keadilan yang di dalamnya
terdapat pula aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup di dalam
masyarakat. Sedangkan artian sempit dari penegakan hukum dari sudut
objeknya adalah penegakan hukum hanya menyangkut pada hukum positif

tertulis saja. Norma hukum yang diterapkan di Indonesia meliputi hukum
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formal dan hukum materiil. Hukum formal yang dimaksudkan ialah hukum
positif tertulis saja, sedangkan hukum materiil bisa berupa nilai-nilai keadilan

yang tumbuh di masyarakat. Dalam setiap hubungan norma hukum terdapat

2 imdalamnya_sehifo \ menjalankan nya harus
ALY S S ) b ]
..-.;r-grf', alta

@ ersebut kadang

maan oleh semua
Al yang tergambar

ahakan kedamaian di

Seperti yang d am tulisan Jimly Asshiddigie tentang
penegakan hukum, aparatur penegakan hukum memiliki artian sempit yaitu
yang terdiri dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas
sipir pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya para aparatur penegak

hukum tersebut memiliki 3 elemen penting yang sangat mempengaruhi
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kinerjanya, elemen tersebut ialah: (i) institusi penegak hukum serta dengan

sarana dan prasarana yang mendukung untuk membantu mekanisme

pekerjaan nya; (ii) budaya kerja yang terhubungn dengan aparatnya terhitung

cabang administrasi pemerintahan yang bertugas untuk menjaga ketertiban
dan ketentraman umum, meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan moral
masyarakat serta melakukan pencegahan, mendeteksi dan memberikan

hukuman pada kejahatan. Hal ini disebutkan oleh Jeremy bentham dalam
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karyanya “polisi pada umumnya adalah sistem yang buat untuk pencegahan,
baik untuk pencegahan kejahatan ataupun pencegahan bencana. Polisi ini juga

memiliki 8 cabang yang berbeda, yaitu: (1) Polisi untuk pencegahan

s

Polisi untuk pencegahan

35 omunikasi; (6)

hidup karena di

di hukum pidana.

AEAY

etertiban didalam

enjalankan proses

b, Lo\

. Menjaga keSe orang, benda dan masyarakat terlibat
dalam menolong dan memberi perlindungan
3. Menjaga keamana Negara dari gangguan yang muncul dari

dalam
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4. Menahan dan menghilangkan penyakit-penyakit yang timbul

dalam masyarakat

5. Membuat masyarakat dan warga Negara dapat taat pada

Dalam hal ini polisi alias ditreskrimsus Polda Riau termasuk ke dalam
faktor penegak hukum, sehingga jika dilihat dari poin di atas para petugas
penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya penegak hukum memiliki

suatu pedoman yang yang berisi tentang bagaimana suatu aparat penegak
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hukum seharusnya bekerja, selama pedoman tersebut di jalankan dengan baik
maka besar kemungkinan peraturan-peraturan hukum yang ada dapat berjalan

dengan efektif, dan demikian pula sebaliknya.

Y
&

509

daan polisi sebagai
konten pornografi

b L L1 Y

Persentase

15%

85%

100%

menangani kasus penjulan Ko pornografi oleh akun anonim melalui media
sosial twitter dan ada sebanyak 15% responden melihat keseriusan polisi
sebagai aparat penegakan hukum dalam menangani kasus penjulan konten

pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter. Hal ini

menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pihak
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kepolisian tidak peka terhadap tindakan penjualan konten pornografi oleh

akun anonim di media sosial twitter ini yang membuat tindakan ini bisa tetap

menyebar di masyarakat.

JJ’ ilan konten
BN
’ hukum Polda

o

saat ini. (@smileafterkiss,

Sehingga dengan hal tersebut penulis menyimpulkan jika aparat
penegak hukum masih belum terlalu peka terhadap tindakan pidana yang

terjadi disekitarnya, apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh akun anonim
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yang sepertinya membuat aparat penegak hukum menjadi merasa repot untuk
menelusuri dan juga sampai saat ini tidak ada yang melaporkan tindakan

tersebut kepada pihak berwajib. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak

B. Hamba Denega ‘ = Konten

er Di Wilayah

mempengaruhinya, yaitu: (Soerjon0*Segkarto, 2008, p. 83)

a. Prasarana yang telah ada apa sudah terpelihara dengan baik
b. Prasarana yang belum ada apa perlu diadakan dengan memperhitungkan

angka waktu pengadaannya
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c. Prasarana yang kurang harus segera dilengkapi

d. Prasarana yang rusak harus segera diperbaiki

e. Prasarana yang fungsinya sudah macet harus segera diperbaiki

lka akan susah
an serta juga
k menyesuaikan

egak hukum.
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1 | Pernah

ada yg mau video cece remes tete
gakkk? dirasi nva 2menit nanti
fiiamin tete nya

i

dita;
gce hulet+kencei

konten pornografi
gan di Timeline

Persentase

50%

50%

100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ada sekitar 10 orang atau 50%

dari jumlah responden yang tidak pernah melihat penjualan konten pornografi oleh

akun anonim melalu media sosial twitter secara terang-terangan di Timeline dan ada

10 orang juga pengguna yang pernah melihat penjualan konten pornografi melalui

71




un ueeyesndiog

Iy disay yejepe 1un udwnyo(g

ISJ9AI

nery we[sy sej

media sosial twitter secara terang-terangan di Timeline twitter mereka. Hal ini
menunjukkan bahwa untuk tindakan penjualan konten pornogarfi di twitter yang

secara terang-terangan ini lumayan diketahui oleh pengguna twitter dikarenakan

Gambar 3.2
Contoh penjualan konten pornografi yang dilakukan oleh akun anonim di Media Sosial Twitter Secara
Terselubung

Pada akun twitter yang melakukan penjualan konten secara terselubung itu

biasanya mereka meminta pembelinya untuk melakukan transaksi yang kemudian
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akan diarahkan untuk mengikuti akun twitter miliknya khusus yang lain yang
memang isinya hanya konten pornografi yang berupa foto ataupun video seperti

gambar diatas.

Persentase

30%

70%

100%

Jikardilil tabe ~perbec ficant, yang mana

hanya ada I penjualan konten

pornogarfi A 70% yang tidak
mengetahui banyak pengguna

twitter yang S ngensa Jatekonie affSecara terselubung ini

konten pornografi melalui \E a0ai masyarakat yang bermoral dan

No Jawaban Jumlah Persentase

1 | Setuju 0 0%

2 | Tidak Setuju 20 100%
TOTAL 20 100%

Sumber: data olahan 2021
Berdasarkan data diatas menunjukkan jika 100% responden tidak setuju

dengan adanya tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter.
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Para responden sebagai masyarakat yang memiliki moral dan agama sangat tidak
setuju dengan adanya tindakan tersebut karena dianggap dapat merusak generasi

bangsa dan tentu saja melanggar aturan agama yang mana tidak ada agama yang

Anjurkan karena
ya lah dibentuk

aturan yangine a sepert ] engatur kegiatan

¥ konten pornografi
melalui me ial twi [ aparat penagakan

hukum mem a n a Y gai untukes ﬁ gggulangi berbagai

oleh akun anonim merupaka 1 3 puat akun anonim sehingga susah
untuk di lacak. “Dibandingkan twitter, instagram dan facebook, twitter
merupakan aplikasi paling bebas. Karena kalau di instagram dan facebook foto
atau video yang berbau pornografi tidak akan mudah untuk muncul, tetapi di

twitter sangat mudah. Dan untuk pengecekan IP ADDRESS dari aplikasi nya
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sendiri, di twitter sangat susah dilacak. Jika pengguna nya menggunakan VPN
maka lokasi nya tidak akan berada pada tempat dia sebenarnya. Hal

tersebutlah yang membuat pihak kepolisian sulit untuk melacak IP ADDRESS

pengguna twi A ganggih. eC . twitter  tersebut

bisa dilacak

yang menggunakan anol " an alamat email

yang suda hingga jika ingin

melacak mela bisa menemukan

Bt arenakan di e-wallet tersebut

\\‘:ﬁ'

entu saja nomor tersebut tidak dia

menggunakan e-walle Qa ‘
hanya memerlukan nomor ha

gunakan dalam kehidupan sehari-hari nya di dunia nyata. (@smileafterkiss, 2021)

Hal ini yang menjadi hambatan bagi penyidik Ditreskrimsus dalam upaya
untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindakan penjualan konten pornografi

yang dilakukan oleh akun anonim. Untuk itu untuk memberantas kasus-kasus modern
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seperti tindakan penjualan konten pronografi di media sosia twitter tersebut pihak
penyidik ditreskrimusus Polda Riau membutuhukan alat yang lebih canggih untuk

menemukan anonim dan melakukan pengecekan barang bukti/alat bukti yang dapat

mengungkap tind : A afi_teks 3 emnuhi unsur pasal yang

."

di persag

<

)

[<H)

—t
D

[

=
o
<)

~

e

3

serta jug
membant
akan di pe
dilakukan

RIDHO HA

wallet  yang terhubung dé onim tersebut. Kemudian penyidik
Ditreskrimsus dapat melakukan kerjasama denga instasi terkait dalam upaya
menanggulangi tindakan asusila berupa penjualan konten pornografi oleh akun
anonim seperti Kominfo RI, Kejaksaan, Mabes polri dan instansi lain nya yang

dianggap dapat membantu dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama proses
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penyelidikan dan penyidikan. (PS. Panit I Unit | subdit V Distreskrimsus IPTU

RIDHO HARAHAP, 2021)

7ang memadai,

uhi maka akan

X\

erjono Soekanto,

ANARY

r jika dalam kasus
penjualan K sosial twitter ini
merupakan ah kasus ‘ ' Jitrerkrimsus Polda

Riau belum Miep na asara mumg k menangani kasus

Indonesia yang sudah ada. sehing0@ saat ini dapat dibilang jika peraturan-
peraturan atau hukum yang ada di Indonesia belum dapat berlaku efektif di dalam

melaksanakan penegakan hukumnya.
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Untuk membantu penulis dalam melengkapi penelitian ini, maka penulis
mengambil beberapa responden guna untuk menerangkan bahwa ada keragaman dari

para responden yang penulis ambil, sehingga penulisan penelitian ini dapat

berikan gambaran

kan sudah sejauh

media.

Persentase

15%
60%
25%

100%

melalui media sosial twitter di Wilayah hukum Polda Riau
tepatnya di Kota Pekanbaru ada sekitar 60% yang berumur 18-
21 Tahun. Kemudian ada 15% yang memiliki umur 15-17tahun

dan ada 25% yang memiliki umur >21 tahun.
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Hal ini menunjukkan bahwa responden dianggap sudah
mengerti dan mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat ini,

yaitu mengenai tindakan penjualan konten pornografi oleh

Persentase

30%
70%

100%

sebesar 30%.

Ini menunjukkan bahwa responden yang dapat menilai

mengenai tindakan penjualan konten pornografi oleh akun
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anonim melalui media sosial twitter ini sudah memiliki

pemikiran yang luas selayaknya seorang mahasiswa.

Persentase

25%
30%
10%
5%

15%
15%

100%

kemudian ada JU€ empat tinggal di kecamatan Bukit Raya
sebanyak 25% , di kecamatan Tampan dan Payung sekaki sebanyak
15%, di kecamatan Tenayan Raya sebanyak 10%, dan di kecamatan

LimaPuluh sebanyak 5%.
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Ini menunjukkan jika wilayah tempat tinggal para responden

sangat beragam dan menunjukkan jika cara bergaul di setiap tempat

juga akan berbeda, sehingga kita dapat melihat dan menilai

DN disay yepepe jur udwnyoq
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BAB IV

penegakan hukum té ¥ lain belum ada perhatian lebih yang
diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap tindakan kejahatan yang
ada di internet khususnya media sosial twitter serta masih banyak
masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur dan

membatasi mengenai tindakan pornografi serta larangan untuk melakukan
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penyebaran pornografi melalui media sosial khususnya media sosial
twitter.

2. Hambatan penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten

J
oo
D
e
S?_Jl
o8]
=

R

AN,

aplikasi tersebut
ya; b) kurangnya
pengecekan barang
asus; dan c) pelaku

enghilangkan alat

1. Terkait efektifitas penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten
pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum
Polda Riau, dari hasil pengumpulan data yang penulis ambil dari para

response terpilih dapat dilihat jika masyarakat sangat menyayangkan para
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aparatur penegakan hukum dapat lebih peka terhadap permasalahan yang ada
di media sosial dan meningkat sarana dan prasarana guna menanggulangi

kasus penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial

hukuman pidana,

elakukan tindakan
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LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara dan Kuisioner

nonim melalui media

H
m@engetahui mengenai
&g
a0

penjualan konten

&
Ve
o
=4
s

Witter kepada pihak

hambatan yang menyebabkan bélum adanya kasus mengenai penjualan konten
pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter yang terlapor di

Polda Riau?
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2. Wawancara kepada penjual konten pornografi melalui media sosial twitter (akun

anonim @smileafterkiss)

a. Apa tujuan melakukan tindakan penjualan kgaten pornografi melalui media

b. q? arang adanya
| &
c ﬂ' engenai tindakan
eperti yang anda
d. pornografi melalui
e. penjualan konten
3. Kuisioner k ografi melalui Media

konten pornografi melalui media sosial twitter?

b. Apakah menurut anda polisi sudah menjalankan tugasnya dengan baik
sebagai aparat penegakan hukum dalam menangani tindakan penjualan konten

pornografi melalui media sosial twitter?
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DN disay yeepgput wawnyoq

=}

W+

Formulir tanpa judul 3 ¥y

Apakah tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter
sesuai dengan norma yang berlaku?

Apakah anda pernah melihat tindakan penjualan konten pornografi melalui

pografi melalui

rive Saya - Google Drive E Form e - jul
c # docs.google.com/forms/d/1U| Q B W * »

aaaaaaaaa
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ISJIAI

nenyj wejsy sej

& Drive Saya - Google Drive % B Formulir tanpa judul - Google Fo X +

locs.google.com/forms/ vAulONr321_DlviTc _16Xq4-Ftqj5zLes/edit#responses
> C @ docs.googl /i fd/1UOE9vAUION321_DIvi7cPYLjBB_J6Xq4-Ftqj5zLes/edit#resp

E Formulir tanpa judul [ ¥

Pertanyaan  Jawaban @ Setelan

Apakah menurut anda polisi sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai aparat
penegakan hukum dalam menangani tindakan penjualan konten pornografi melalui media
sosial twitter?

20 jawaban

Drive Saya - Google Drive x

> C & docs.google.com/forms/d/1U|

Formulir tanpa judul [ ¥

Tindakan Penju3
kepolisian
20 jawaban

aQa ® & 8

oo Kl O
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& Drive Saya - Google Drive % [ Formulir tanpa judul - Goegle Fe X 4

=> C & docs.google.com/forms/d/1UOEIvAUION321_DIvi7cPYLBB_J6Xgd-Figj5zLes/edit#responses

E Formulir tanpa judul CJ ¥

Umur

Drive Saya - Google Drive
[

Formulir tanpa judul 3 vy

DN disay gEpepe 1 uawnyoq

w - X

QB % ® 8 0

oo EEN O
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